
Kuliah ke72



Perencanaan Pembangunan Indonesia

• Beberapa definisi Perencanaan: 1. ”proses menentukan apa yang ingin dicapai
dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan
untuk mencapainya”. 2. “proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta
menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.”3. 
“suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber
yang ada agar lebih afisien dan efektif.”4. “penentuan tujuan yang akan dicapai
dilakukan, bagaimana, bilamana,dan oleh siapa.”

• Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional
yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada 
asasnya berkisar pada dua hal yaitu : 1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai
tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang 
dimiliki masyarakat yang bersangkutan; 2. Pilihan-pilihan di antara cara-cara
alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut

• “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah,” 
menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 
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Unsur-unsur pokok Perencanaan
Pembangunan
1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, sebagai dasar

keseluruhan rencana. Termasuk visi, misi dan strategi umum.
2. Kerangka kerja makro. Kebijakan dasar dihubungkan berbagai variabel-

variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
3. Prakiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan karena adanya

keterbatasan yang telah dan akan terus dihadapi.
4. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten dalam beberapa jenis

kebijakan utama. Seperti kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga
dan kebijakan sektoral. 

5. Uraian tentang beberapa program sektoral yang utama. 
6. Uraian tentang administrasi pembangunan pendukung, termasuk

pedoman prosesnya.
7. Uraian tentang sekuen waktu pelaksanaan.
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Fungsi-fungsi perencanaan

1. Diharapkan ada pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian
tujuan pembangunan.

2. Dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada 
masa yang akan datang.

3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dapat disusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan

pengawasan dan evaluasi. 
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PERSOALANNYA?

• Apakah dapat disusun suatu rencana kebijakan yang tingkat koherensi
dalam dokumennya sendiri cukup memadai? Cukupkah informasi
tentang pola hubungan dan saling pengaruh antar factor.

• Apakah pengaruh dokumen perencanaan cukup besar terhadap
pelaksanaan. Termasuk adanya factor kelembaman birokrasi.

• Apakah peran negara (pemerintah) sedemikian besarnya hingga
paling menentukan dinamika perekonomian.

• Faktor eksternal negara (perekonomian) terbukti makin menentukan
bagi negara yang small open economy

• Setelah dijalankan, Sebagian cukup besar dari rencana tak berjalan
sesuai harapan. Tidak ada upaya akademis yang serius untuk
mengubahnya.
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 Latar belakang: 1. prinsip ekonomi yang rasional diabaikan selama beberapa tahun
terakhir; 2. Sumber kekayaan dalam dan luar negeri dipergunakan secara boros; 3.
terjadi hiper inflasi; 4. produksi pangan tidak meningkat; 5. Lapangan kerja sangat
sempit; 6. Sistem irigasi, perkebunan tambang. Pabrik , jalan, listrik, fasilitas komunikasi
dll dalam kondisi terbengkalai

 Sasaran utama yang hendak dicapai adalah perbaikan kondisi beberapa aspek utama
kehidupan masyarakat: pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani.

 Sumber pembiyaan: Sumber-sumber dalam negeri berupa tabungan pemerintah;
Investasi dari swasta; Kredit yang diberikan oleh bank; pendaanan dari luar negri
(kredit jangka Panjang berupa pinjaman program atau bantuan proyek).

PENILAIAI UMUM REALISASI:
 Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun

menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan
investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya
peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).

Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) 
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Sumber: dokumen Bappenas
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Sumber: dokumen Bappenas
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 Dari anggaran belanja (tahun 1969/1970 sebesar 123 M)
 Investasi pihak swasta jumlahnya diperkiraan 38 M. jumlah ini meningkat setiap tahun dalam 5 tahun

mencapai kurang lebih 1.420 M (1.059 M bersal dari anggaran pembangunan pemerintah)

Sumber: dokumen Bappenas dan Buku Repelita karangan Drs. C.S.T Kansil, S.H
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Hasil Repelita I: 

 Pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar  7% setahunnya.
 proses hyper inflasi yang pada tahun 1966 telah mencapai kecepatan 650% telah dapat 

dikendalikan selama Repelita I.
 Produksi beras tahun 1971 mencapai 13,7 juta ton, yang berarti 17,6 % lebih tinggi daripada 

produksi beras tahun 1968
 Produksi tekstil telah meningkat dari  449,8 juta meter dalam tahun 1969/70 menjadi sekitar 900 

juta meter pada akhir Repelita I (1973/74), sedang produksi benang tenun telah meningkat dari 
253,1 ribu bal dalam tahun 1969/70 menjadi 472 ribu bal dalam tahun 1973/74.

 Jalan negara dan sebagian jalan propinsi telah berhasil direhabilisasi sepanjang lebih dari 
6.500 kilometer, sedang lebih dari 3.700 kilometer lainnya telah ditingkatkan.

 bidang prasarana perlistrikan, selama Repelita I telah diselesaikan 594,61 km jaringan 
transmisi, 22 buah gardu induk,  1.352 km jaringan distribusi tegangan menengah, 1.418 km 
jaringan bertegangan rendah dan 1.168 buah gardu distribusi

 Nilai ekspor yang pada permulaan Repelita I hanya sebesar  US$752 juta, pada akhir 
Repelita I mencapai US$2,5 milyar. Perkembangan ini telah memperkuat cadangan devisa 
kita.

Sumber: dokumen Bappenas
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 Repelita II: Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi
bahan baku.

 Tujuan repelita II: 
1) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, 
2) meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

 Tujuan Repelita III :
1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, 

serta
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

 Pelita III mempopulerkan Trilogi Pembangunan dan delapan Jalur pemerataan sebagai: 
1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. pemerataan pembagian pendapatan;
4. pemerataan kesempatan kerja;
5. pemerataan kesempatan berusaha;
6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum

wanita;
7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;
8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) dan Repelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) 
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Sumber: dokumen Bappenas
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Sumber: dokumen Bappenas
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Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989)
 Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang 

dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
 Sasaran pembangunan Repelita IV: pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk

melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan yang akan terus dikembangkan
dalam Repelita-Repelita berikut.

Sumber: dokumen Bappenas
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Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)

 Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk
memantapkan swasembada pangan, 
meningkatkan produksi pertanian, menyerap
tenaga kerja, dan di sektro industri mampu
menghasilkan mesin-mesin sendiri.

 Repelita V dengan demikian merupakan masa 
persiapan untuk memasuki awal dari proses tinggal
landas dalam Repelita VI, yaitu percepatan dan 
perluasan pembangunan yang berlandaskan atas
kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

 Selama Repelita V persentase rata-rata investasi
terhadap produksi nasional 24,8% dari produksi
nasional, akan dibiayai dari tabungan dalam negeri. 
Sisanya yaitu sekitar 6,1% dari seluruh investasi atau
sekitar 1,6% dari produksi nasional akan dibiayai dari
dana-dana luar negeri. Sumber: dokumen Bappenas

16 / 19



12,125.90

11,539.50

10,014.30

9,923.10

5,379.10

5,238.90

4,551.80

4,281.90

3,516.50

2,980.60

1,958.80

1,757.70

1,689.70

1,047.40

969.2

629.2

507.2

498.6

0.00 4,000.00 8,000.00 12,000.00

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKTOR PENDIDIKAN

SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA…

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN…

SEKTOR TENAGA KERJA DAN…

SEKTOR INDUSTRI

SEKTOR KESEHATAN

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN…

SEKTOR SUMBER ALAM DAN…

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN,…

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

SEKTOR APARATUR PE4ERRINTAH

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

SEKTOR HUKUM

SEKTOR AGAMA

SUB SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN…

Pembiayan  Repelita IV menurut sektor (dalam miliar)

20,512.00

17,343.00

16,981.00

11,193.90

10,710.90

6,573.20

5,788.50

4,088.30

3,086.20

2,634.20

2,119.20

1,747.80

1,741.50

1,428.90

644.6

378.9

280.4

279.6

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00

SEKTOR PERHUBUNGAN DAN…

SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

SEKTOR PENDIDIKAN

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA…

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN…

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN…

SEKTOR KESEHATAN

SEKTOR TENAGA KERJA DAN…

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN,…

SEKTOR INDUSTRI

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

SEKTOR SUMBER ALAM DAN…

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN…

SEKTOR HUKUM

SEKTOR AGAMA

Pembiayan Repelita V menurut sektor

17 / 19



 Pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber
daya manusia.

 Repelita VI bersifat indikatif, yang memberikan arah umum yang dituju seperti yang diamanatkan
GBHN 1993.

 GBHN 1993 mengamanatkan bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II)
adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri
dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin.

Tantangan:
 Pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih rendah, yaitu sekitar US$700 dan jumlah penduduk

miskin yang ada masih cukup besar, yaitu sebesar 27,2 juta orang.
 adanya ketimpangan dan kesenjangan, baik antardaerah, antar-sektor maupun antargolongan
 kemampuan untuk memobilisasi tabungan dalam negeri pada umumnya dan tabungan pemerintah

pada khususnya masih terbatas, pinjaman luar negeri masih tetap diperlukan walaupun peranannya
diupayakan untuk terus menurun dan hanya sebagai pelengkap

Kendala:
 Kegiatan pembangunan yang terus meningkat memerlukan dana yang makin besar.
 masih terbatasnya perkembangan minat penanaman modal dalam negeri dan asing, terutama di

daerah yang belum berkembang.

Repelita VI tahun 1994/94-1998/99

Sumber: dokumen Bappenas
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GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN), 1999-2004

 Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-
garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan
oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

 Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum
MPR 1999, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi Lembaga tinggi negara dan segenap
rakyat Indonesia.

 Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan
negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak
asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, 
berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Arah Kebijakan Ekonomi: 
1. Ekonomi Kerakyatan
2. menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistic
3. menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan

publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak, dll
Sumber: dsdan.go.id
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